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PelaksanaanDukunganKeahlianBadanKeahlianDPR RI
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OrganisasidanTata KerjaSekretariatJenderaldanBadan
KeahlianDPR RI



PELAKSANAAN PEMANTAUAN 
UU PENANGGULANGAN 
BENCANA



POTENSI BENCANA DI INDONESIA

Sumber: geospasial.bnpb.go.id



UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN 
BENCANA SEBAGAI PAYUNG HUKUM 
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 
BENCANA

1. Upaya menyeluruh dan proaktif dimulai 

dari pengurangan risiko bencana, 

tanggap darurat, dan rehabilitasi serta 

rekonstruksi;

2. Upaya yang dilakukan bersama oleh 

pemangku kepentingan dengan peran dan 

fungsi yang saling terlengkapi

3. Bagian dari proses pembangunan untuk 

mewujudkan ketahanan ( resilience ) 

terhadap bencana.



Narasumber



DiskusidenganNarasumber
Tanggal Narasumber Dihadirioleh Masalah/Saran

11 
April
2017

BNPB Drs. Junjungan
Tambunan, M.E
(Direktur Tanggap
Daurat BNPB) dan
Lilik Kurniawan, S.T.,
M.Si. (Direktur
Pengurangan Risiko
BencanaBNPB)

KedudukanBNPB dalamUU PenanggulanganBencana

sebagailembaganonkementerianteknisbelumefektif dalam

melakukanfungsikoordinasikementerianterkaitdalam

upayapenanggulanganbencana. perludipertimbangkan

mengenaiusulankedudukanBNPB untukmenjadi

KementerianTeknisKebencanaanagar adagariskomando

yang langsungkepadaBPBD, memiliki personeltersendiri, 

danpengalokasiananggarankebencanaanyang terpisah

untukefektifitaspelaksanaanpenanggulanganbencana.

11 
April 
2017

Kementerian
Kesehatan

Dr. AchmadYurianto
(Kapus
Penanggulangan
KrisisKesehatan)

BerdasarkanPP No. 21 Tahun2008 tentang

PenyelenggaraanPenanggulanganBencana(selanjutnya

disebutPP PenyelenggaraanPB) dalamPasal23 disebutkan

bahwapenentuanstatus tanggapdaruratbencana

dilaksanakanolehPemerintahataupemerintahdaerahsesuai

denganstatus bencana. Dalambeberapahal, pasalini

menyulitkanKemenkesdalammengurangirisiko krisis

kesehatanuntukwilayahyang belummenetapkantanggap

daruratbencanatapisudahberpotensiuntukterjadinyakrisis

kesehatan. Untuk itu Kemenkesmendorongketersediaan

anggaranuntukkondisikrisiskesehatan(terutamabelum

masukkategoribencana) di KemenkesdanDinasKesehatan

(selanjutnyadisebutDinkes) di daerahsebagaiupaya

preventif, advokasipenguranganrisiko kesehatanserta

tanggapdarurat



DiskusidenganNarasumber
Tanggal Narasumber Dihadirioleh Masalah/Saran

11 April 

2017

Basarnas Agung Prasetyo (Karo

Hukum dan Kepegawaian)

Haris (BagianHukum dan

Kerjasama) dan Romali

(BagianOperasiSAR)

a. Terjadinyaegosektoralantarlembagasehingga

perluadakejelasanmengenaikoordinasidi daerah. 

b. Dalamupayapenanggulanganbencana, yang 

dibutuhkantidakhanyapolakoordinasitetapijuga 

polakomando. 

12 April 

2017 

Kementerian

Sosial

Dr. Harapan L. Gaol

(Direktur Perlindungan

Sosial Korban Bencana

Sosial)

a. Pemahamanpasalyang berbeda-bedaolehpara 

pemangkukepentingan.

b. Renas-PB2015-2019 sebagaipanduan

penyelenggaranpenanggulanganbencananasional

dandaerahbelumditetapkan. 


